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ABSTRAK        : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha berbasis Risiko 

- Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:  UUD 1945 Pasal 5 ayat 
(2), UU NO.11  Tahun 2020 

- Dalam Ketentuan Umum dijelaskan beberapa istilah yang terkait 
Perizinan Berusaha yang menunjang legalitas kegiatan usaha. Beberapa 
istilah terkait Kawasan Ekonomi Khusus sekaligus pelaksanaannya 

- Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa Penyelenggaran Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko meliputi berbagai hal yang bertujuan untuk 
meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan 
memenuhi beberapa persyaratan. 

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan tingkat Risiko 
dan skala kegiatan usaha berdasarkan analisa risiko yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat. Yang menjadi acuan tunggal pelaksanaan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah norma, standar, prosedur dan 
beberapa kriteria tertentu 

- Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sector : 
kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, 
energy dan sumber daya mineral, ketenaganukliran, perindustrian, 
perdagangan, PU dan perumahan rakyat, transportasi, ; kesehatan, obat 
dan makanan, ; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata ; keagamaan,; 
pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik; 
pertahanan dan keamanan,; ketenagakerjaan 

- Pada saat PP ini berlaku ketentuan ini dikecualikan bagi Pelaku usaha 
yang perizinan berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum 
PP ini berlaku. Peraturan ini berlaku 2 bulan sejak diundangkan. 
Pelaksanaan Perizinan berusaha berbasis Risiko melalui system OS 
berlaku 4 bulan sejak PP ini diundangkan 
 

CATATAN      : - Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 
2021  dan ditetapkan pada tanggal  2 Februari 2021 

- Penjelasan : 68 hlm 
 
 
 


